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THENTANG

PERUBATAN KELINDAATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT
PO TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

ik,

BELANIA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ISA
BUPATI LANGIAT,

bahwa berdasarkan Lampiran Angka V. Point 11 Peraturan Menteri Dalam
Negert Republik Indonesic Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,
program dan kegiatan yang dibiayai dari DAK yang belum cukup tersedia
dan/stau belum dianggarkan dalam APBD. dapat dilaksanakan mendahulbui
penctapan - Peraturan - Duaerah tentang Perubahan  APBD  dengan  cara
menetapkan Peraturan Bupatl tentang Perubahan Penjabaran APBD:

babvea dutum rangka pelabsanaan belanja vang bersumber dart Dana Alokasi
Khusus Tambohan Usalan Dacrali vang disetujui oleh Dewan Perwakiiun
Rakyat Republik Indonesia Tahun Angeeran 2015 pada Dinas Pekerjaun
Umum Kabupaten Langkat vang belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Langkat Tiahun Anggaran 2013 perlu dilakukan perubshan atas Peraruran
Bupati Langkat tentang Penjubaran APBIY Tahun Anggaran 2015 sebagai
dasar pelaksunaan, untuk kemudian ditampung  dalam Peraturan Duerals
tentang Perubahan APBID Tahun Angearan 2013;

buliwa berdasarkan portimbanean sehagaimana dimaksud pada huruf a dan
hural” b perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atus
Peraturan Bupad Langkat Nomwor 160 Tahun 2014 lentang  Penjaburan
Angraran Pendapatan don Belanja Dacrah 1 ahan Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomar 7 et Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom - Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinst Sumatera Ultara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 1956 Nomor S8, Tambahan
Lembaran Nevara Republik Indonesia Nomor 1092):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(hembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-tindang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3369);



Lo M. ... L _aa

10.

11.

12.

Undang-iJndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kelusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); '

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan 1.emburan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemcrintah Pusal dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pcemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota
Kabupaten Dati I Langkat dari Wilayah Kodya Dati I Binjai ke Kota Stabat

di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pcrubahan Batas
Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati I Langkat dan Kabupaten Dati
I Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4659):
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20,

Peraturan Pemerimtah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuniansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indongsia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 “Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Newara Republik ndonesia Nomor 4573):

Peraturan Pemernintuh Nomor 36 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Dacrah (Tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
(538, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanuan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan |.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Perawran Pemerintath Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan  den
Pengawasan alas Penyelenguaraan Pemerintah Daerab (Lembaran Negara
Repubhle Indonesia Tahun 2005 Nomor 1650 Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 43935:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Ninerja fnstanst Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
SIIE SR

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Repuhlik [ndonesia Tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Nedara Republik ndonesia Nomor 3272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah. schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahuan 2015:

Peratiran Presiden Nomor 360 Tahun 2015 (enlang Rinclan  Angparan
Pendapatan dan Belanga Nepira Fahun Anggaran 2015;

Peratran Menteri Dalam Negerd Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Kevangan Dacrall sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 ] tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Buntuan Sosial vang bersumber  dar Anggaran
Pendapatan dan Belunja Dacrall sehagaimana wlah dinbah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negert Nomuor 39 Fahun 2012:

Peraturan Menteri Dulam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20135:

Peraturan Menteri Kewangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan
Dana Alokasi Khusus Tembaban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nevar Fahun Anggparan 2013:

Peraturan Dacrah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005 lentang

Kedadukan Protokoler dun Keuwangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacwb (Fenibaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun

s



2003 Nomuor byosebagaimana telaly eberapy kali diubah terakhir dengan
Peraturan Dacrahy Kubupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor ¢1);
28, Perawran Dacrabh Kabupaten  Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Orgamisast Perangkat Dacrah Kabupaten Langkat (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12. Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 1) sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 20135 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 1):

29,0 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Tauhun 2007 Nomor 05):

30, Peraturan Dacrah Kabupaten Lungkat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Angparan
Pendapatan dan Belanju Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 4);

A Peratiran Bupati §angkat Nomor 16 Tahun 2014 tentang  Penjabaran
Angeuran Pendapoman dan Belanja Dacruh Tahun Anggaran 2015 (Berna
Dacrah Kabupaten  Langkat Tabun 2014 Nomor 106) sebagaimana (elah
beberapa kali diubaly terakhir dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 28
Tabun 2015 (Berita Dacrah Kabupaten Langkat Tahun 20135 Nomor 31):

MEMUTUSKAN:

Menctapkan 0 PERATURAN - BUPATL  TENTANG  PERUBAHAN  KELIMA  ATAS
PERATURAN BUPATT LANGRAT NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG
PENJABARAN  ANGOGARAN PENDAPATAN  DAN  BELANJA DAFRALL
TAHUN ANGGARAN 2013,

PASAL

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 16 Tahun 2014 tentane Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Langkat
Labim 2010 Nomar 10y sebagaimana elah beberapa kali diubah terakhi dengan Peraturan Bupail
) e N T LRI it T e yenger . - . . N 5 . '
[.Luu:l\‘_ﬂ .\lqnm. -8 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 31). diubai
sebuagan berikut:

Fo Retentuan Pasal 1 divbah sehingpa berbunyi sebavai berikut:
,.-”\1154_‘._!;11‘(1]1 —I’um1a|mtm1 dan Ruelanja I')-.u.-r:.hb Tabun  Anpgaran 2015 scmuly Lrevjuinlah
Rp L6153 437.812.265.00  bertambah scjumlah - Rp.267.364.406.980,00 sehingga n.ienhdi
Rp ERRZZ22 21924500 denvan rinciuan sebagal berikut: i N
I Pendupatan

Ao Semula Rp. 1.377.709.003 361.00

b Bertambahitberkurany Rp. 240,049 645 800.00
Jumlbah Pendapatan setelah Perubahan S Rp. 1.824.448.739.161.00

2. Belanja

a. Semulu Rp. 1618 157.812.265.00

b. Bertambah/tberkurang) Rp. _ 267.364.406,980.00
Fumilah Belanja setelah Perubahan " Rp. 1.882.522219.245.00
Surplus{Defisit) setelah Perubaha Rp.  (58.073.480.084.,00)



a o Peacrnaan

Prosenadu Rp 400106 918 44,00
2 Bertambaohetberkurangy Rpo - 207147011 80.00
Jumluh Penerimaun setelah Perababan Rp. 60.821.679.674.00
o Pengeluaran
b Semula [, 2R THR 390,00
CooBortanbah eberhinnngy B N A L)
Funtleh Pencchuaran setelab Porababum Rp. 2 A8 19459100
Hamduh Pembias aan Netto seteiah Ferubabg Rp. 38073 480.084.04
Staa ebth Pembriniem Angearan setelal Perubalun. Rp. 0.1}

2. Retentuan Lampiran 1. Lampiran Lo dan Lampican 1T disban sehingga berbunyi sebugaimana
tercantum duadam Lampiran Peraturan Bupan i,

Perabuban pada ketentuan Lampiran H meliputi Dinas Pekeriaon Eoum, dan Badan Pengetola
Bectaiiean i Asser Daeral Kabupaten Langhat,
Pasal

Peraturan Bupaw ini madar berfaku pada wnggal divndanghan,

L

sviear urang mengetahuve, memerintahkan pensundancan Peraturan Bupati int dengan
Penenipatae o dakam Boerita Daciah Kabupaten angkat.

Ihtetaphan di Stabat
pada tanggal 2 AQustlis 2014%

BUPATE LANGKAT

Dtz ko Ji Stala

pandi tangeat g Agustus 2.01€

SERRETARIS DAFRAN KABUPATN

i

i ¢

PLINDR Y SALATUDIN

BERTEN DAFRAH NABUPATEN FANGKAT TAHUN 2015 NOMOR - 30



